SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 230 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KONFERENSI LEMBAGA SOSIAL
MASYARAKAT ADAT PESISIR PANTAI DAN KEPULAUAN TAHUN 2023

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

a. bahwa Bantuan Konferensi Lembaga Sosial

Masyarakal pada belanja Bantuan Sosial Uang
Pemngkatan Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Provinsi telah dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tengah pada Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua
Tengah yang akan disalurkan kepada penerima
disesuaikan dengan peruntukannya dan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Bantuan Konferensi
Lembaga Sosial Masyarakat Adat Pesisir Pantai dan
Kepulauan Tahun 2023;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

3.Undang-Undang......



2.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6804);

. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

9.Peraturan ...... J3



Memperhatikan

Menetapkan
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua
Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2022 Nomor 195);

12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023 Nomor 10);

Surat Pengantar Nomor : 800/201/DINSOS
P3A/XII/2023, Penetapan Keputusan Gubernur tentang
Penerima Bantuan Sosial Uang kepada Panitia Konferensi
Pesisir dan Kepuluan Kewenangan Provinsi Papua Tengah.

MEMUTUSKAN:

Penetapan Penerima Bantuan Konferensi Lembaga Sosial
Masyarakat Adat Pesisir Pantai dan Kepulauan Tahun
2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, wajib menyampaikan laporan Pengguna
Anggaran Dana Bantuan kepada Gubernur Papua Tengah
melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
Anggaran 2023.
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KEEMPAT

A
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Saliran sesuai dengan aslinya
Pﬂﬂ. KEPALA BIRO HUKUM,

\

\ELNY YUSUF LALLO SH
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
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Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;

INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Papua Tengah di Nabire;

i

Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 230 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 DESEMBER 2023

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KONFERENSI LEMBAGA SOSIAL
MASYARAKAT ADAT PESISIR PANTAI DAN KEPULAUAN TAHUN 2023
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NO | NAMA
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BESARAN BANTUAN

NOMOR REKENING
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1. | OKTOFINA WAROMBONI, S.Sos

245,000,090,- 9000205021841

Semiapﬂengan aslinya
/Pih./KEPALA BIRO HUKUM,

N\

“ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

Pji. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK




